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PUTUSAN

Nomor: 26/Pdt.G/2013/PA.Bky

RIO @ PO @0 3 * FoSe EHSORT
EHDY.0"@Wwa S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS,
tempat tinggal di Kota Singkawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada ROSITA NENGSIH, S.H., Advokat di Singkawang yang beralamat di
JI. U. Dahlan M. Suka No. 22 Kelurtahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang

Tengah Kota Singkawang, sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan POLRI,

tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai ""TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebuit;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor

26/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG ...
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2006, yang
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 21 Juli 2009;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, setelah menikah bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 1 minggu, dan
atas izin Tergugat, Penggugat melanjutkan pendidikan Pascasarjana;

4. Bahwa, Tergugat jarang menunaikan kewajiban sholat terutama pada sholat subuh atas
hal tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan Tergugat menerima dengan solusi
akan memperbaiki dan meminta nasehat dari saksi saat menikah;

5. Bahwa, Penggugat sudah tidak berharap lagi pada Tergugat, dan menyarankan kepada
Tergugat untuk tidak memberi nafkah lahir dan batin serta berpisah ranjang hingga
gugatan ini diajukan, dan sejak itu pula Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan
Tergugat yang hingga sekarang berjalan lebih kurang 6 tahun;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun terasa sakit,
rasa bersalah dan rasa berdosa. Maka atas alasan tersebut pula Penggugat mengajukan
gugatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai  wakillkuasanya, meskipun menurut relaas panggilan  nomor
26/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 29 Januari 2013, dan 13 Maret 2013 telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan
yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai melalui kuasanya, namun tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

Bahwa, .....
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mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengar dalam persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat
berupa Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 10 September 2006,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai
(P);

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan memberikan
keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tua
kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
10 Oktober 2006 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Tergugat selama 6 hari, kemudian atas izin Tergugat, Penggugat melanjutkan
kuliah pasca sarjana di Yogyakarta dan selesai tahun 2008;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis, komunikasi tidak lancar dan telah berpisah tempat tidur, dan sejak Penggugat
mengajukan gugat cerai mereka berpisah rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar karena
di rumah saling diam;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang
menemui Penggugat, namun Penggugat menolak bertemu;

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI Il : SAKSI 2, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, .....
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung
Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
10 September 2006, belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Terguga sudah
tidak harmonis, tidak bertegur sapa atau saling diam, makan dan tidur terpisah dan
komunikasi dilakukan melalui saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak lebaran yang lalu (2012), Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama
berpisah tidak pernah saling bertemu;

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin
bercerai dan mohon putusan;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan
yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,

meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat

Menimbang,
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berdasarkan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat
(1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-
Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi:
Aanlly L) Sladne 5l S5 o) 0t a3 0l g
Artinya :  “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan
dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis
Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap
persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan
tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga
upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu
Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu
memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan
berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang
merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah
memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima
sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah

melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam

Menimbang, .....
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perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai
kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari
Tergugat adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat, alasan mana adalah sesuai
dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima
untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan di bawah
sumpahnya yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya
menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan
perbuatan Tergugat yang menyakitkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bertengkar namun hanya saling diam yang diamnya itu berlangsung selama 6 tahun.
Saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai
keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya
ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun
sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309
R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat
formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam
perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis
menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak;

sudah .....
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- Bahwa, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan
Tergugat jarang sholat terutama sholat subuh;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri atau tidak saling berkomunikasi
serta berpisah tempat tidur;

- Bahwa, keluarga dan orang dekat Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah
tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir
kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan
bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak
mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga
mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan
justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam
bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga tidak harus ditandai dengan adanya
pertengkaran ataupun perkelahian namun dengan hanya saling berdiam diri dan terputusnya
komunikasi antara suami isteri dapat menjadi pertanda keretakan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis
menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga
yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai
dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju
dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu
sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai
dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat

dengan .....
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sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 vyang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
memerintahkan  kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk —mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di
wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 vyang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);

MENGADILI
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.406.000,- ( empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M. bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri
oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 265.000,-
Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi - Rp. 5.000.-
Jumlah . Rp. 406.000,-

o gk~ w NP
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